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RINGKASAN EKSEKUTIF  

(EXECUTIVE SUMMARY) 

 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut 

kemndirian keungan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

semakin tinggi PAD di suatu  daerah dapat disimpulkan tingkat kemandirian 

penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin baik.   

Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan keharusan dilakukan oleh 

pemerintah daerah, target-target peningkatan tertuang  dalam  Indikator Kinerja Daerah 

(IKD) kepala daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD).    Untuk merealisasikan ketercapaian IKD Kepala Daerah maka pemerintah daerah 

harus melakukan  intensifikasi dan ekstensifiksasi terhadap sumber-sumber atau potensi 

pendapatan daerah.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : pajak 

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD 

yang sah.  

Dinas Perikanan Kabupaten Subang merupakan salah satu perangkat teknis yang 

mengelola pendapatan asli daerah di sektor perikanan, dengan sumber utama retribusi 

perikanan dari jasa usaha tempat pelelangan ikan. Pengelolaan retribusi perikanan pada 

saat ini masih kurang optimal  dengan pendapatan yang masih rendah dibandingkan dengan 

potensi pendapatan yang cukup potensial untuk ditingkatkan secara signifikan. 

Permasalahan dalam pengelolaan retribusi perikanan diantaranya : proses pelaporan 

penyetoran dilakukan secara manual, belum adanya pedoman teknis tentang penyetoran 

retribusi, tidak adanya insentif  bagi wajib retribusi yang berprestasi, belum adanya sistem 

pengelolaan retribusi yang  transparan dan belum adanya peraturan bupati   tentang 

intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan.  

Pada proyek perubahan ini secara substansi ingin merubah tata kelola pengelolaan 

retribusi perikanan yang dikelola oleh  Dinas Perikanan Kabupaten Subang,  dengan 
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mengimplementasikan kegiatan-kegiatan inovatif yang menyentuh penyelesaian akar 

permasalahan sehingga dari proyek perubahan ini diharapkan  berdampak kepada 

peningkatkan pendapatan asli daerah di sektor perikanan  secara signifikan dengan sistem 

pengelolaan  yang lebih transparan dalam rangka merealisasikan target IKD Kepala daerah 

untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Judul Proyek Perubahan 

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN  MELALUI 

OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN 

 

1.2. Deskripsi Singkat Proyek Perubahan 

Dalam rangka desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah telah ditetapkan  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan 

konsekuensi dari otonomi daerah untuk terwujudnya kemandirian daerah,  membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan  ketergantungan kepada pemerintah 

pusat yang semakin mengecil dan diharapkan pendapatan asli daerah harus menjadi 

bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah dituntut 

harus melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sumber- 

sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Intensifikasi 

pendapatan asli daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah 

penerimaan dari wajib/obyek pajak/retribusi yang sudah terdaftar sebagai 

wajib/obyek pajak/retribusi. 

Pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Subang tahun 2020, 

proporsinya hanya 18 % sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat 

cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan langkah - langkah 

strategis meningkatkan pendapatan asli daerah di berbagai sektor sesuai dengan 

kewenangan dan regulasi yang ada, diantaranya sektor perikanan. 

Manajemen strategis yang akan dilakukan dalam proyek perubahan ini dalam 

rangka peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi 

pengelolaan retribusi perikanan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
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ketersediaan pedoman teknis pengelolaan retribusi berbasis aplikasi, ketersediaan 

peraturan pemberian insentif bagi pemungut dan wajib retribusi berprestasi, aplikasi 

pengelolaan retribusi, sosialisasi aplikasi dan peraturan  Bupati Subang tentang 

intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan. 

Pada proyek perubahan ini secara substansi ingin merubah tata kelola 

pengelolaan retribusi perikanan yang dikelola oleh  Dinas Perikanan Kabupaten 

Subang,  yang selama ini  pelaporan pengelolaan retribusi perikanan  masih 

menggunakan sistem manual,  tidak adanya insentif bagi pemungut dan wajib retribusi 

yang berprestasi, belum adanya sistem pengelolaan retribusi yang  transparan, dan 

tidak adanya peraturan bupati untuk intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan.  

Dengan dilaksanakan proyek perubahan ini pendapatan asli daerah dari sektor 

perikanan diharapkan  meningkat secara signifikan yang akan berdampak kepada 

peningkatan proporsi pendapatan asli daerah dalam  APBD Kabupaten Subang, 

sehingga alokasi anggaran untuk  kegiatan-kegiatan pembinaan peningkatan produksi 

perikanan di Kabupaten Subang akan meningkat dan terwujudnya kesejahteraan para 

pelaku usaha perikanan di Kabupaten Subang. 

 

1.3. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 –

2023,  bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2019–2023 

adalah  “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”. 

Dalam rangka mencapai perwujudan visi tersebut maka disusunlah 5 misi, untuk 

Misi ke-4  “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang 

Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan 

serta Penggalian Potensi Kepariwisataan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. Untuk 

implementasi 5 misi digulirkan 9 program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera), dan 

salah satu program jawara yang berkaitan dengan pembinaan sektor perikanan adalah 

JAWARA MIARA. 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati 

Subang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
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Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, 

mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikanan kepada pemerintah Kabupaten. 

Untuk mewujudkan Jawara Miara yang kemudian dijabarkan dalam sasaran  

strategis Dinas Perikanan Kabupaten Subang yaitu terwujudnya peningkatan produksi 

perikanan dan konsumsi ikan masyarakat serta akuntabilitas kinerja pelayanan dinas 

perikanan.  Dalam rangka tercapainya sasaran strategis, Dinas perikanan Kabupaten 

mengelola anggaran dari tahun 2017 sampai 2020 sebagaimana terlihat dalam grafik di 

bawah ini :  

Grafik 1.1 
Jumlah Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Subang 

Tahun 2017 S.D Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN : 
 

NO TAHUN 
JUMLAH 

ANGGARAN (Rp) 
SELISIH ANGGARAN (%)/TAHUN 

1 TAHUN 2017 8.235.400.000 - 

2 TAHUN 2018 4.590.139.000 Berkurang 44,2 % dari tahun 
sebelumnya 

3 TAHUN 2019 5.284.528.000 Bertambah 13,14 %  dari tahun 
sebelumnya 

4 TAHUN 2020 3.350.220.578 Berkurang 36,60 % dari tahun 
sebelumnya 
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Dalam grafik diatas terlihat, anggaran yang dikelola oleh Dinas Perikanan dari 

tahun 2017 sampai dengan 2020 terus menurun, yang kemudian semakin terbatasnya 

kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran dinas dan target-target indikator kinerja 

utama secara umum tidak tercapai setiap tahunnya. Permasalahan semakin 

menurunnya anggaran tidak hanya di dinas perikanan, perangkat daerah lain di lingkup 

pemerintah Kabupaten Subang mengalami permasalahan yang sama, hal ini akibat 

semakin tingginya beban pembiayaan pemerintah daerah namun disisi lain 

terbatasnya pendapatan daerah.  

Permasalahan keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah maka 

pemerintah  daerah dituntut harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka 

meningkatkan pendapatan daerah, dengan melakukan  intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber-sumber pendapatan daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Subang pada saat ini 

mengelola pendapatan asli daerah dari retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan 

berdasarkan Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat 

Pelelangan Ikan. 

Berikut data realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 s/d 2019 di 

sektor perikanan dituangkan dalam grafik sebagai berikut : 

Grafik  1.2 
Target Dan Realisasi Retribusi Sektor Perikanan 

Tahun 2015 S/D 2019 Kabupaten Subang 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa permasalahan  kaitan dengan 

target dan realisasi retribusi perikanan yang dikelola oleh Dinas Perikanan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir peningkatan pendapatan asli daerah dari 

sektor perikanan terlihat cukup rendah, hal ini salah satunya akibat kegiatan 

intensifikasi  peningkatan pendapatan asli daerah tidak berjalan secara optimal. 

2. Selama 5 tahun berjalan realisasi pendapatan setiap tahunnya melebihi target  

sementara kenaikan target rata-rata sangat kecil, pengelola tidak berusaha untuk 

menaikan target secara konsisten  padahal sangat dimungkinkan ada potensi 

pemasukan yang lebih. 

3. Penetapan kenaikan target retribusi tidak terukur secara jelas dalam 

penetapannya, terlihat kenaikan target pada tahun 2016 cukup besar tetapi pada 

tahun-tahun selanjutnya kenaikan target cukup rendah, hal ini akibat tidak 

diterapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah di tempat-tempat pelelangan 

ikan.  

Berdasarkan permasalahan-permalasalahan tersebut di atas bahwa pengelolaan 

retribusi perikanan yang dilakukan dinas perikanan sampai saat ini kurang optimal 

pengelolaannya, hal tersebut diakibatkan belum adanya perangkat-perangkat teknis 

sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah kabupaten subang nomor 4 tahun 2011 

tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan dan peraturan bupati 

subang nomor 35 tahun 2013 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah 

kabupaten subang nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi tempat 

pelelangan ikan. 

Isu strategis yang diangkat dalam penentuan gagasan proyek perubahan ini 

adalah optimaliasasi pengelolaan retribusi perikanan dan berdasarkan isu strategis 

tersebut, sebagai organisasi pembelajar (learning organization), Dinas Perikanan 

diharapkan menjadi organisasi yang adaptive dan agile yang mampu melakukan 

terobosan perubahan dan inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah 

di sektor perikanan dengan signifikan.  

Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh organisasi Dinas Perikanan Kabupaten 

Subang adalah meningkatnya pendapatan asli daerah di sektor perikanan secara 



6 
 

 

signifikan. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan setelah terlaksananya proyek 

perubahan ini disajikan pada table sebagai berikut  : 

Tabel  1.1 
Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan  

Pengelolaan Retribusi Perikanan  
 

Kondisi Saat ini Kondisi yang diharapkan 

Proses pelaporan penyetoran dilakukan 
secara manual 

Proses pelaporan penyetoran reribusi 
secara on line 

Belum adanya pedoman teknis tentang 
penyetoran retribusi 

Adanya pedoman teknis tentang 
pengelolaan retribusi secara elektronik 

Tidak adanya insentif  bagi wajib retribusi 
yang berprestasi 

Tersedianya insentif bagi wajib 
retribusi yang berprestasi 

Belum adanya sistem pengelolaan 
retribusi yang  transparan 

Sistem pengelolaan retribusi secara 
transparan melalui aplikasi 

Belum adanya peraturan bupati   tentang 
intensifikasi pengelolaan retribusi 

Adanya peraturan bupati tentang 
intensifikasi pengelolaan retribusi 

 

Proyek perubahan ini sangat strategis untuk intensifikasi peningkatan 

pendapatan asli daerah di sektor perikanan, perlu dipersiapkan perangkat-perangkat 

pendukungnya, diantaranya pedoman teknis pengelolaan retribusi berbasis aplikasi, 

peraturan pemberian insentif bagi pemungut dan wajib retribusi berprestasi, aplikasi 

pengelolaan retribusi, sosialisasi aplikasi dan peraturan  Bupati Subang tentang 

intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan. Dukungan kelengkapan ketersediaan 

dimaksud sangat diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan 

sebagai jawaban dari akar permasalahan yang ada. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif 

1.4.1. Tujuan untuk Organisasi Adaptif 

Tujuan dari proyek perubahan ini terdiri dari : 

a. Tujuan jangka pendek  

Terbentuknya tim efektif  yang akan mempersiapkan  dan implementasi 

aplikaSi pengelolaan retrIbusI periKANan (SI IKAN), penyusunan pedoman 

teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, penyusunan 

peraturan pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi, sosialisasi 

aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si IKan) dan penyusunan peraturan  

Bupati Subang tentang  pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik.  
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b. Tujuan jangka menengah  

Tujuan jangka menengah adalah  termonitornya implementasi aplikasi sesuai 

Peraturan Bupati.   

c. Tujuan jangka panjang  

Role model  peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi 

pengelolaan  retribusi perikanan berbasis elektronik kepada Kabupaten/Kota 

lain melalui ketersediaan web site 

1.4.2. Manfaat 

Manfaat program perubahan yang dilakukan ini antara lain sebagai berikut: 

1.4.2.1. Manfaat Bagi Dinas Perikanan Kabupaten Subang  

a. Memperbaiki kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Subang; 

b. Mendukung percepatan reformasi birokrasi di bidang perikanan; 

c. Efesiensi dan efektifitas pengelolaan retribusi perikanan 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perikanan; 

e. Meningkatnya pendapatan asli daerah di sektor perikanan dengan signifikan. 

1.4.2.2. Bagi penulis sendiri, manfaat perubahan yang akan dilakukan antara lain   

adalah : 

a. Sebagai pelopor perubahan yang inovatif; 

b. Meningkatkan kemampuan managerial. 

1.4.2.3. Bagi stakeholder, manfaat perubahan yang akan dilakukan antara lain   adalah : 

a. Mempermudah penyampaian pelaporan penyetoran retribusi yang 

dilaksanakan oleh KUD-KUD TPI/Wajib retribusi ; 

b. Memudahkan akses data perhitungan dan target retribusi di masing-masing 

tempat pelelalangan ikan ; 

c. Memudahkan pelayanan kebutuhan data progres capaian penyetoran 

retribusi di masing-masing tempat pemungutan ; 

d. Penghargaan atas kinerja wajib retribusi yang berprestasi.  

1.4.2.4. Sedangkan bagi masyarakat 

Manfaat perubahan yang akan dilakukan antara lain adalah : memudahkan 

pelayanan informasi public tentang pengelolaan retribusi perikanan   
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1.5. Output Dan Outcomes 

1.5.1. Output 

Output dari proyek perubahan ini adalah : 

a. Terbentuknya Tim Efektif yang melaksanakan terobosan-terobosan untuk 

optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan ; 

b. Tersedianya aplikaSi pengelolaan retrIbusi periKANan(SI IKAN); 

c. Tersedianya pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik ; 

d. Tersosialisasikan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan; 

e. Tersedianya Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi 

berprestasi; 

f. Terwujudnya peraturan  Bupati Subang tentang pengelolaan retribusi perikanan 

secara elektronik. 

 

1.5.2. Outcomes 

a. Pelaporan penyetoran retribusi oleh para petugas pemungut retribusi lebih 

tertib, mudah, murah dan cepat ; 

b. Meningkatnya pendapatan asli daerah di sector perikanansecara signifikan ; 

c. Meningkatnya kinerja para petugas pemungut ; 

d. Meningkatnya animo para wajib retribusi melelangkan ikannya di tempat 

pelelangan ikan ; 

e. Tersosialisasikannya aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN); 

f. Pengelolaan retribusi perikanan dilakukan secara transparan  dan akuntabel.



 

 

9 

 

BAB 2  

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

 

2.1. Tahapan Perubahan Strategis 

Rincian tahapan perubahan strategis disusun berdasarkan tujuan jangka 

pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang ingin dicapai, dapat dilihat pada 

uraian sebagai berikut  : 

 
2.1.1 Milestones Perubahan Strategis dalam jangka pendek (Bulan September – 

Nopember 2020) 

Kegiatan-kegiatan strategis yang merupakan terobosan inovatif,  dilaksanakan 

pada jangka pendek, yaitu : pembentukan tim efektif, mempersiapkan dan 

implementasi aplikaSi pengelolaan retrIbusI periKANan (SI IKAN), penyusunan 

pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, sosialisasi 

aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, Keputusan Bupati tentang pemberian 

insentif bagi wajib retribusi berprestasi, dan menyusun draft Peraturan  Bupati 

Subang tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, dengan jadwal 

sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 
Milestone Perubahan Strategis Jangka Pendek 

 

No                                                                                                                                                                                                                    Kegiatan 

Sept 
2020 

Okt 2020 Nop 2020 
Targ

et  
M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

1. Pembentukan tim efektif 

 Sosialisasi proyek 
perubahan 

 Pembentukan Tim 
Efektif 

 Menyusun rencana 
kerja 

 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 

X 

        
Doku
men 

2. Penyusunan dan 
implementasi aplikasi 
pengelolaan retribusi 
perikanan (SI IKAN) ; 

 Rapat persiapan 
penyusunan aplikasi 

 Koordinasi dan mem-
bangun kesepakatan 

   
 
 
 
 

X 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apli-
kasi 
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dengan Diskominfo 
sebagai penyedia 
Aplikasi 

 Identifikasi kebutuhan 
materi aplikasi 

 Menyusun rancangan 
aplikasi 

 Finalisasi Aplikasi 
 Implementasi aplikasi 

 

 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

3. Menyusun pedoman teknis 
tentang pengelolaan 
retribusi perikanan secara 
elektronik 
 Rapat persiapan 

penyusunan pedoman 
teknis 

 Menyusun  draft 
rancangan pedoman 
teknis 

 Sikronisasi/finalisasi 
pedoman 

 Implementasi 
pedoman teknis 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doku
men 

4.. Sosialisasi aplikasi 
pengelolaan retribusi 
perikanan (SI IKAN) ; 
 Menyiapkan surat 

undangan, tempat, 
akomidasi dan 
narasumber 

 Pelaksanaan 
sosialiasasi 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Doku
men 

5 Menyusun Keputusan 
Bupati tentang pemberian 
insentif bagi wajib retribusi 
berprestasi ; 

 Rapat penyusunan 
Keputusan Bupati 

 Penyusunan  draft 
Keputusan Bupati 

 Konsultasi/Validasi ke 
Bagian Hukum dan 
pejabat terkait 

 Penetapan Keputusan 
Bupati 

    
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doku
men 

6. Menyusun peraturan 
bupati tentang 
pengelolaan retribusi 
perikanan secara 
elektronik 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Doku
men 
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 FGD  tentang optimali-
sasi pengelolaan 
retribusi di sector 
perikanan 
 

 Konsultasi dan 
koordinasi dengan 
Kepala bapenda, BP4D 
dan Kabag Hukum 
 

 Menyusun draft 
rancangan peraturan 
bupati 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

   
X 
 
 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

2.1.2. Milestones Perubahan Strategis dalam jangka menengah (Bulan Desember 2020 – 

Mei 2021)  

Beberapa kegiatan perubahan strategis dari terobosan inovatif yang dapat 

dilaksanakan pada jangka menengah, antara lain adalah implementasi aplikasi 

pengelolaan retribusi perikanan, sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, 

dan  ditetapkannya Peraturan Bupati Subang tentang intensifikasi pengelolaan 

retribusi perikanan, dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :. 

Tabel  2.2 
Milestone Perubahan Strategis Jangka Menengah 

 

No Kegiatan 
2020 2021 Target 
B 12 B 1 B 2 B 3 B 4  B 5 

1. 
 
 
 
 
2. 

Finalisasi dan Penetapan 
Peraturan Bupati tentang 
intensifikasi pengelolaan 
retribusi perikanan 
 
Monitoring dan evaluasi 
Peraturan Bupati tentang 
intensifikasi pengelolaan 
retribusi perikanan 
 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
Dokum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

en 

 
 
2.1.3. Milestones Perubahan Strategis dalam jangka panjang (Bulan juni s/d Desember 

2021 dan Bulan Januari s/d Juni 2022)  

Kegiatan-kegiatan perubahan strategis dari terobosan inovatif yang dapat 

dilaksanakan pada jangka panjang, yaitu : monitoring dan evaluasi implementasi 

aplikasi pengelolaan retribusi perikanan dan monitoring dan evaluasi implementasi 
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Peraturan Bupati Subang tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan, 

dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini ;  

Tabel 2.3 
Milestone Perubahan Strategis Jangka Panjang 

 

No Kegiatan 
2021 2022 Targ

et  
B 
6 

B 
7 

B  
8 

B 
9 

B 
10 

B  
11 

B 
12 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

B 
4 

B 
5 

B 
6 

1. Role model  peningkatan 
pendapatan asli daerah 
melalui optimalisasi 
pengelolaan  retribusi 
perikanan kepada 
Kabupaten/Kota lain melalui 
ketersediaan web site 
 

X X X X X X X X X X X X X 
Lapo
ran 

 
2.2. Tata Kelola Proyek Perubahan 

Dalam implementasi proyek perubahan ini, dikembangkan suatu organisasi 

pelaksana dimana penulis bertindak sebagai project leader dan dibantu oleh tim 

effektif yang berasal dari internal Dinas Perikanan Kabupaten Subang maupun dari luar 

Dinas Perikanan Kabupaten Subang dengan organisasi sebagaimana gambar dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  2.1 

Tata Kelola Proyek Perubahan 

MENTOR 
Asisten Pemerintahan dan Kesra 

H. Asep Nuroni, S.Sos,M.Si 

COACH 
Drs. Panani, MM 

BIDANG  
Kajian dan Penyusunan 

Regulasi 

BIDANG 
Penyusunan Aplikasi 

BIDANG 
Teknis Penerapan 

Retribusi 

BIDANG  
Sosialisasi dan Humas 

BIDANG 
Umum 

SEKRETARIS 

TIM  EFEKTIF 

PROJECT LEADER 
Kepala Dinas Perikanan 

H. Rahmat Ependi, S.Sos,M.Si 
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Uraian peran masing-masing dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mentor 

Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam hal ini sebagai Mentor yang mempunyai 

peran sebagai berikut: 

1) Sebagai pengarah dan memberikan persetujuan berkaitan dengan proyek 

perubahan. 

2) Memberikan dukungan penuh dalam pengimplementasian proyek perubahan. 

3) Memberikan arahan jika terjadikendala pada proses implementasi proyek 

perubahan. 

4) Berperan sebagai inspirator bagi Project Leaderdalam melakukan inovasi. 

 

b. Coach 

Coach adalah sebagai pembimbing dengan memberikan dukungan berupa : 

1) Melakukan monitoring secara regular kegiatan Project Leader. 

2) Merespon laporan Project Leader. 

3) Melakukan koordinasi dan komuniukasi dengan mentor. 

4) Menjadi mediator antara Project Leader dengan penyelenggara diklat. 

5) Menjadi concelor pada saat Project Leadermengalami lack of motivation 

selama menyusun proyek perubahan. 

 

c. Project Leader 

Penulis sebagai project leader mempunyai peran sebagai berikut: 

1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Mentor dan Coach. 

2) Membentuk Tim Efektif terkait proyek perubahan. 

3) Melaksanakan pertemuandengan Mentor, Tim Efektifdan stakeholder 

Internalsecara berkala. 

4) Melakukan rapat pembahasan dengan Tim Efektf tentang rencana proyek 

perubahan. 

5) Menyiapkan laporan kemajuan tentang proyek perubahan kepada Mentor dan 

Coach. 
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6) Melaporkan hambatan-hambatan yang timbul akibat proyek perubahan 

kepada Mentor dan Coach. 

7) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek perubahan yang 

dilakukan oleh Tim Efektif. 

8) Mengimplementasikan proyek perubahan. 

 

d. Tim Efektif 

Tim Efektif berperan sebagai: 

1) Membantu Project Leader dalam pelaksanaan proyek perubahan. 

2) Menerima arahan, melaksanakan tugas, mengumpulkan data terkait 

Manajemen Kinerja. 

3) Memberi masukan dalam setiap diskusi yang dilaksanakan dalam proyek 

perubahan. 

4) Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. 

5) Bekerjasama dengan baik dengan sesama anggota tim serta 

mengkomunikasikan setiap perkembangan secara aktif dengan tim. 

 

2.3. Rencana Strategi Marketing 

2.3.1 Peta Strategis Marketing 

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan diperlukan 

organisasi yang adaptif dan Agile  maka  keterlibatan stakeholder baik internal dan 

eksternal sangat penting dalam implementasinya sehinga perlu dilakukan  pemetaan 

stakeholder yang  berkaitan dengan pelaksanaan proyek perubahan. Stakeholder 

dalam proyek perubahan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : 

1. Promotors, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga 

kekuatan untuk membantu membuat keberhasilan proyek perubahan ini.  

2. Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek 

perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek 

perubahan jika mereka menjadi tertarik.  

3. Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin 

tidak mengetahui adanya proyek perubahan.  
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4. Defender, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya 

dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek 

perubahan.  

 
Tabel  2.4 

Pemetaan Stakeholder 
 

No Stakeholder Peran 

A. PROMOTOR 

1. Bupati Subang Penanggungjawab Pemerintahan 

2. Sekda Kab. Subang Penanggungjawab Administrasi Pemerintahan 

2. Kepala Bapenda Penanggungjawab pengelolaan PAD 

B. LATENT 

1 Asisten Administrasi 
Pemerintahan dan Kesos 

Koordinator Administrasi Pemerintahan 

2. Kepala BP4D Penunjang layanan 

3. Kepala Bagian Hukum Penanggungjawab Administrasi Hukum 

5. Kepala Dinas Kominfo Penunjang layanan 

C. DEFENDER 

1.  Sekdis  Pendukung layanan 

2. Kabid Payau Pendukung kegiatan 

3. Kabid Tangkap Pendukung layanan  

4. Kabid Pengendalian Pendukung layanan 

5. Kasubag Keuangan Pengelola layanan 

6. Bendahara Pentor Pengguna layanan 

7. Bank Jabar Banten Penunjang layanan 

8. Camat Pendukung layanan 

9. Kades Pendukung layanan 

10. Media Massa Pendukung layanan 

D. APHETETIS  

1. Ketua KUD Penunjang layanan 

2. Petugas Pemungut Pengguna layanan 

3. Pembudidaya air payau Sasaran layanan 

4. Nelayan Sasaran layanan 

5. Bakul Ikan Sasaran layanan 

6. Pengolah Ikan Sasaran layanan 
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Gambar  2.2 

 Posisi Stakeholder Dalam Kuadran 
 
2.3.2 Strategis Marketing Sektor Publik 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas bahwa belum optimalnya 

pengelolaan retribusi di sector perikanan yang dikelola oleh dinas perikanan 

Kabupaten Subang diakibatkan oleh beberapa hal yaitu : proses pelaporan peyetoran 

dilakukan secara manual, belum adanya pedoman teknis tentang penyetoran 

retribusi, tidak adanya insentif  bagi petugas pemungut dan wajib retribusi yang 

berprestasi, belum adanya pelaporan sistem pengelolaan retribusi yang  transparan, 

belum adanya peraturan bupati untuk optimalisasi pengelolaan retribusi. 

 

 

  
1. Asisten 

Pemerintahan 

2. Kepala BP4D 

3. Kepala  Bag. 
Hukum 

4. Kadis Kominfo 

  

1. Bupati 
2. Sekda 

3. Kepala Bapenda 

Q3/Apathetics (-/-) 
APHATETICS  

  
1. Petugas Pemungut 
2. Pembudidaya air 

payau 

3. Nelayan 

4. Bakul Ikan 

5. Pengolah Ikan 

Q2/Defenders (-/+) 
DEFENDERS 

1. Pengurus KUD Mina 

2. Bank Jabar Banten 

3. Camat 
4. Kades 

5. Media Massa 
  

KEPENTINGAN KECIL KEPENTINGAN BESAR 

P
EN

G
A

R
U

H
 K

EC
IL

 
P

EN
G

A
R

U
H

 B
ES

A
R

 

LATENS 

Q4/Latens (+/-) 

PROMOTERS 

Q1/Promotor (+/+) 



17 

 

 

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka strategi marketing sektor publik 

dengan pola ”4P+1C” dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Product. Produk yang digunakan untuk menyelesaikan akar masalah adalah 

aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), pedoman teknis aolikasi 

pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), osialisasi aplikasi pengelolaan retribusi 

perikanan, Keputusan Bupati tentang insentif untuk wajib retribusi berprestasi, 

dan Rancangan Peraturam Bupati tentang  pengelolaan retribusi perikanan secara 

elektronik. 

b. Place. Tempat untuk melakukan marketing terhadap aplikasi pengelolaan 

retribusi perikanan (Si Ikan), pedoman teknis aolikasi pengelolaan retribusi 

perikanan (Si Ikan), osialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, Keputusan 

Bupati tentang insentif untuk wajib retribusi berprestasi, dan Rancangan 

Peraturam Bupati tentang  pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik 

dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Subang, KUD-KUD TPI, 

dan pertemuan-pertemuan teknis lainnya. 

c. Price. Kegiatan marketing sektor public meliputi aplikasi pengelolaan retribusi 

perikanan (Si Ikan), pedoman teknis aolikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si 

Ikan), osialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, Keputusan Bupati 

tentang insentif untuk wajib retribusi berprestasi, dan Rancangan Peraturam 

Bupati tentang  pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik menggunakan 

anggaran rutin Dinas Perikanan Kabupaten Subang, DPA Dinas Perikanan tahun 

2021, dana operasional pembinaan retribusi perikanan dan CSR pelaku usaha 

perikanan. 

d. Promotion. Dalam rangka menerapkan strategi promotion, komunikasi akan 

diarahkan kepada : 

1) Sasaran yang dituju adalah : Pengurus dan anggota KUD Mina, pemungut 

retribusi dan masyarakat luas dengan menggunakan media cetak dan media 

sosial (Instagram, WA, Youtube)  

2) Segmentasi sesuai dengan kelompok sasaran, yaitu : Unsur pemerintah, 

pembudidaya ikan, nelayan, bakul ikan, pengolah ikan 
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3) Branding, untuk mendukung promosi proyek perubahan ini adalah SI IKAN. 

Branding ini digunakan untuk dapat dipahami bahwa pengelolaan retribusi 

perikanan menggunakan aplikasi yang dapat diakses secara mudah dan 

transparan. 

e.  Costomer :  Konsumen dalam proyek perubahan ini adalah Bendahara penerima 

retribusi perikanan dan KUD-KUD TPI Laut dan TPI Tambak. 

 

2.3.3 Potensi Masalah dan Solusi 

2.3.3.1 Potensi Masalah 

 Kapasitas stakeholder internal daya dukungnya terhadap tahapan kegiatan 

perubahan kurang maksimal. 

 Kehadiran stakeholder kunci dalam pelaksanaan tahapan kegiatan terkendala 

work from home ( WFH) dan kesibukan diinternal unit kerjanya. 

 Stakeholder eksternal dengan posisi sebagai sasaran proyek perubahan 

dimungkinkan kurang termotivasi dan resistensi mengangap perubahan ini 

malah akan mengganggu zona nyaman. 

2.3.3.2 Solusi 

 Melakukan dialog strategis dan komunikasi intensif untuk meningkatkan 

motivasi  dan pemahaman tentang pentingnya proyek perubahan. 

 Melakukan jemput bola untuk melakukan komunikasi efektif dan dialog 

strategis dengan para stakeholder kunci untuk mendukung proyek perubahan. 

 Mengatasi kendala resistensi stakeholder eksternal terhadap proyek 

perubahan dengan melakukan dialog strategis, memastikan bahwa dengan 

proyek perubahan akan lebih menguntungkan.



 

 

19 

 

BAB 3 

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

 

Implementasi proyek perubahan  dibagi ke dalam 3 tahap (milestone), yaitu rencana 

jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang. Laporan proyek perubahan ini akan 

fokus pada implementasi pelaksanaan proyek perubahan jangka pendek yang dilaksanakan 

dari 23 September sampai dengan 30 Nopember Tahun 2020. Tahapan-tahapan 

implementasi proyek perubahan sebagai berikut : 

3.1. Pembentukan Tim Efektif Jawara 

Tahapan kegiatan persiapan implementasi pembentukan Tim Efektif  dengan 

melibatkan pejabat internal dan eksternal adalah  sebagai berikut : 

3.1.1. Sosialisasi Proyek Perubahan  

Sosialisasi proyek perubahan di lingkungan internal terdiri dari Sekretaris 

Dinas, seluruh kepala bidang, para kepala seksi, seluruh kepala sub bagian, para 

kepala UPTD dan kasubag UPTD, para penyuluh dan perwakilan staf. Kegiatan 

bermaksud agar seluruh unsur internal mengetahui dan memahami tentang proyek 

perubahan serta adanya saran-saran strategis untuk efektifitas dan efesiensi 

implementasi proyek perubahan. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 1 September 

2020 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Perikanan, berjumlah 16 peserta. 

 
Gambar 3.1 

Foto Sosialisasi Proyek Perubahan 
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3.1.2. Pembentukan Tim Efektif 

Pembentukan Tim Efektif dengan melibatkan para pejabat/staf internal dan 

instansi ekseternal, Tim Efekif yang akan membantu project leader melaksanakan 

tahapan-tahapan (milestone) pelaksanaan proyek perubahan jangka pendek, tim 

efektif didalamnya terdapat unsur secretariat dan bidang-bidang disesuaikan dengan 

kompetensi masing-masing personal. Kegiatan pembentukan Tim Efektif 

dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 September 2020, bertempat di ruang rapat 

kepala dinas perikanan. Pada tanggal  10 September 2020, Tim Efektif dikukuhkan 

melalui Keputusan Sekretris Dearah Kabupaten Subang nomor KL.08.02.03/Kep.17 A 

– Dinas Perikanan/2020.  

 
Gambar  3.2 

Foto Pembentukan Tim Efektif 
 

3.1.3. Penyusunan Rencana Kerja Tim Efektif 

Penyusunan rencana kerja Tim Efektif, bertujuan agar implementasi proyek 

perubahan dapat tersusun secara sistematis, terarah dan tepat waktu. Rencana kerja  

memuat tahapan-tahapan kegiatan, waktu, tempat, peserta, narasumber dan 

pelaksana kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020 

bertempat di ruang rapat kepala dinas perikanan, jumlah peserta 15 orang.  
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3.2. Capaian Substantif  

3.2.1. Penyusunan dan implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) 

Kegiatan penyusunan dan impelentasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI 

IKAN) dilaksanakan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut : 

a. Rapat persiapan penyusunan aplikasi  

Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan  langkah-langkah yang harus 

dilaksanakan dalam penyediaan aplikasi dan membahas pihak yang akan 

ditunjuk secara teknis penyusunan/penyedia aplikasi yang dibutuhkan. 

Kesimpulan rapat bahwa Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Subang 

menyediakan fasilitasi pembuatan aplikasi gratis khusus bagi kepentingan 

pelayanan masyarakat di Kabupaten Subang  maka Dinas perikanan   

melayangkan surat permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika 

untuk penyediaan aplikasi tersebut. Kegiatan rapat persiapan dilaksanakan pada 

hari senin, tanggal 5 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di ruang kerja 

kepala Dinas perikanan, peserta berjumlah 8 orang. 

 
Gambar  3.3 

Rapat Persiapan Penyusunan Aplikasi SI IKAN 
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b. Koordinasi dan membangun kesepakatan dengan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Subang untuk penyediaan Aplikasi SI IKAN 

Kegiatan koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan pada 

hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas 

Perikanan dengan membawa surat permohonan penyediaan aplikasi 

pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) ditujukan kepada Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika. Kegiatan koordinasi menemui langsung Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Drs Indra Subhan Msi dan para kepala 

bidang terkait, Hasil dari koordinasi  menghasilkan beberapa kesepahaman 

sebagaimana tertuang dalam notulen kegiatan.  

 
Gambar  3.4 

Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika 
 

c. Identifikasi Kebutuhan untuk Penyusunan Desain Aplikasi Pengelolaan Retribusi 

Perikanan (Si Ikan)  

Tim Efektif melaksanakan identifikasi kebutuhan untuk penyusunan desain 

aplikasi, dari mulai proses pelaporan produltivitas lelang ikan dari para 

pemungut/wajib retribusi sampai proses pelaporan penyetoran dana retribusi. 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB., 

bertempat di ruang bidang tangkap Dinas Perikanan. 
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Gambar  3.5 

Identifikasi Kebutuhan Desain Aplikasi 
 

d. Penyusunan rancangan aplikasi   

Kegiatan merancang aplikasi Si IKan melibatkan Tim Teknis Dinas Komunikasi 

dan Informatika dan Tim Efektif dengan berbagi peran sesuai kapasitas teknis 

masing-masing. Tim Diskominfo menyusun rancangan aplikasi dan Tim Efektif 

memberikan masukan-masukan materi yang perlu dimuat dalam aplikasi sesuai 

regulasi dan kebutuhan tata kelola pengelolaan retribusi. Kegiatan dilaksanakan 

dari minggu ke 2 Oktober sampai minggu ke 2 Nopember 2020, tempat kegiatan 

penyusunan  aplikasi di Dinas Kominfo dan Dinas Perikanan.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.6 
Penyusunan Rancangan Aplikasi 
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d. Finalisasi Rancangan Aplikasi Si Ikan 

Proses akhir dalam penyusunan aplikasi untuk pengecekan  kesiapan 

implementasi aplikasi yang akan dioperasionalkan oleh Bendahara Penerima 

dan Penyetor (Pentor) di Dinas Perikanan dan para pemungut retribusi di KUD-

KUD TPI. Hasil dari kegiatan finalisasi kesiapan materi aplikasi sudah 98 %, siap 

dioperasionalkan dalam waktu satu minggu ke depan, kekurangannya ada 

masukan dari project leader dan Tim Efektif tentang tampilan menu dashboard 

yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh operator. Kegiatan 

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember tahun 2020, bertempat di 

Dinas Perikanan, dihadiri Project leader, Tim Efektif dan Tim Teknis Diskominfo. 

 
Gambar  3.7 

Finalisasi Rancangan Aplikasi 
 

e. Implementasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan) 

Pada MInggu ke 3 Nopember tahun 2020, aplikasi pengelolaan retribusi 

perikanan (Si Ikan) sudah bisa didownload melalui geogle play store dan sudah 

bias  dioperasionalkan penggunaannya oleh Bendahara Pentor Dinas perikanan 

dan para pemungut retribusi pelelangan ikan di KUD-KUD TPI laut dan KUD-KUD 

TPI Tambak, sebelumnya mereka telah mendapatkan bimbingan teknis dari Tim 

Teknis Dinas Informasi dan Komunikasi. Sehubngan adanya permasalahan 

administratif pengelolaan keuangan retribusi di beberapa KUD TPI sehingga 

secara efektif  penggunaan aplikasi Si Ikan mulai dioperasionalkan di seluruh 

KUD TPI mulai bulan Januari tahun 2021 (tahun anggaran baru) .  
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3.2.2. Menyusun pedoman teknis  pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik 

Pedoman Teknis aplikasi pengelolaan retribusi perikanan merupakan panduan 

operasional penggunaan aplikasi Si Ikan sehingga sangat bermanfaat sekali bagi para 

operator Si Ikan yaitu Bendahara Pentor retribusi di Dinas Perikanan sebagai admin 

dan para pemungut retribusi di tiap-tiap KUD TPI serta pihak-pihak yang 

berkepentingan. Kegiatan penyusunan pedoman teknis dengan tahapan-tahapan 

kegiatannya sebagai berikut :  

a. Rapat persiapan penyusunan pedoman teknis aplikasi Si Ikan 

Rapat persiapan penyusunan pedoman teknis aplikasi si ikan dilaksanakan pada 

hari Selasa tanggal 3 Nopember yahun 2020, bertempat di ruang rapat kepala 

dinas perikanan, dihadiri 10 peserta, dengan kesimpulan-kesimpulan rapat 

sebagai mana tertuang dalam notulen kegiatan.  

 
Gambar 3.8 

Rapat Persiapan Penyusunan Pedoman Teknis Aplikasi 
 

b. Menyusun draft pedoman teknis aplikasi Si Ikan 

Penyusunan draft pedoman teknis dilaksanakan mulai minggu ke 1 sampai minggu 

ke 2 bulan Nopember tahun 2020, disusun oleh Tim Teknis Diskominfo, bertempat di 

Kantor Diskominfo, jumlah personil sebanyak 3 orang. Selama proses penyusunan 

pedoman teknis Tim Teknis Diskominfo berkoordinasi secara intensif dengan Tim 

Efektf dan melaporkan progres kegiatan kepada project leader. 
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c. Finalisasi Pedoman Teknis  

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, bertempat di 

ruang rapat Kepala Dinas Perikanan, bertujuan untuk pengecekan akhir draft 

pedoman teknis  dan dilakukan sinkronisasi dengan operasaional aplikasi Si Ikan. 

Beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam pedoman teknis dari kegiatan 

sinkronisasi/finalisasi diantaranya : perlu adanya alur operasional aplikasi dan 

tersedianya desain aplikasi. 

 
Gambar  3.9 

Finalisasi Pedoman Teknis Aplikasi 
    

d. Implementasi pedoman teknis 

Pedoman teknis aplikasi Si Ikan mulai diimplementasikan pada saat sosialisasi 

Aplikasi Si Ikan kepada para pemungut retribusi di digunakan, yaitu pada tanggal 24 

Nopember 2020 (minggu ke 3 Nopember 2020) , bertempat di Aula Kantor Dinas 

Perikanan Kabupaten Subang, kegiatan diikuti oleh Bendahara Penerimaan dan 

Penyetor retribusi di Dinas Perikanan dan seluruh pemungut retribusi perikanan dari 

KUD-KUD TPI Laut dan Tambak. 
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Gambar  3.10 
Pedoman Teknis Aplikasi SI IKAN 

 

3.2.3. Sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) ; 

Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan) beserta Pedoman teknisnya telah 

terselesaikan pada akhir minggu ke 3 Nopember tahun 2020 sehingga aplikasi sudah 

benar-benar siap untuk dimanfaatkan untuk pengelolaan retribusi perikanan. 

Langkah yang perlu dilakukan agar aplikasi bisa dioperasionalkan perlu dilakukan 

sosialisasi kepada operator-operator yang akan memanfaatkannya, dengan tahapan 

kegiatan sebagai berikut :  
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a.  Persiapan kegiatan sosialisasi  

Kegiatan persiapan sosialisasi dilaksanakan dengan rapat persiapan sosialisasi pada 

hari senin tanggal 16 Nopember tahun 2020, yang dihadiri Tim Efektif yang 

membidangi kehumasan dan project leader, rapat persiapan membahas 

menginventaris hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan sosialisasi, yaitu : surat 

undangan, narasumber, waktu, tempat, calon peserta, atk dll. Pelaksanaan 

sosialisasi akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember tahun 

2020, bertempat di aula KUD TPI Mina Fajar Sidik, Narasumber dari Tim Teknis 

Dinas Infokom, peserta  terdiri bendahara pentor dinas perikanan dan para 

petugas pemungut retribusi dari seluruh KUD TPI.  

 
Gambar 3.11 

Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi 
 

b. Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan) 

Kegiatan sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan) dilaksanakan 

pada Hari Kamis tanggal 24 Nopember tahun 2020, bertempat  di aula Kantor 

Dinas Perikanan, jumlah peserta sebanyak 27 orang yaitu bendahara pentor Dinas 

Perikanan dan para petugas pemungut retribusi dari seluruh KUD TPI, narasumber 

Tim Teknis penyusun aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Materi yang 

diberikan tentang operasional penggunaan aplikasi dengan dilengkapi pedoman 

teknis,  metode penyampaian materi  praktek secara langsung sehingga peserta 

dengan cepat mamahami materi dan kegiatan sosialiasi berjalan dengan lancar. 
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Gambar 3.12 
Sosialisasi Aplikasi SI IKAN 

 

3.2.4. Menyusun Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi 

berprestasi 

Kegiatan penyusunan keputusan Bupati tentang pemberian insentif untuk wajib 

retribusi berprestasi, dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :  

a. Rapat penyusunan Keputusan Bupati tentang insentif bagi pemungut dan wajib 

retribusi berprestasi  

Kegiatan penyusunan keputusan Bupati, diawali dengan rapat persiapan yang 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020, bertempat di Ruang 

rapat dinas perikanan, dihadiri oleh 13 orang dari Tim Efektif dan project leader. 

Kegiatan rapat menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu penyusunan keputusan 

bupati harus melibatkan pihak Bapenda selakua OPD teknis kordinator 

pengelolaan pendapatan daerah, ada 2 klasifikasi penerima insentif yaitu 

pemungutan retribusi di KUD TPI laut dan KUD TPI Tambak, pemberian insentif 

dimulai tahun 2021, kemudian kesimpulan terkahir bahwa keputusan bupati dapat 

diselesaikan paling lambat minggu ke 1 bulan Nopember tahun 2020.   
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Gambar  3.13 

Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Subang 
 

b. Menyusun rancangan Keputusan Bupati 

Penyusunan rancangan keputusan Bupati dimulai dari minggu ke 2 sampai minggu 

ke 4 bulan Oktober 2020, penyusunan dilakukan oleh Tim Efektif dengan 

berkoordinasi secara intensif dengan pihak Bapenda, hal ini dimaksudkan agar 

terbangunnya kesepahaman dan untuk tercapainya maksud dan tujuan kegiatan, 

selain itu sinergis dengan regulasi yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pungutan Daerah dan Retribusi Daerah.  

c. Konsultasi/Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait 

Setelah tersedianya rancangan keputusan Bupati, kemudian dikonsultasikan 

dengan bagian hukum sekretariat daerah pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 

2020 oleh Tim Efektif bidang kajian dan penyusunan regulasi. Kegiatan konsultasi  

dimaksudkan agar materi dan tata naskah rancangan keputusan bupati sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan materi-materi yang dimuat tidak 

menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Hasil dari konsultasi secara 

substantif materi tidak ada koreksi secara prinsif namun ada beberapa koreksi 

kaitan dengan tata naskah dinas. Satelah dilakukan perbaikan kemudian 

rancangan keputusan Bupati dilakukan paraf validasi oleh bagian hukum, 

kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh asisten administrasi pembangunan, 

Sekretrais Daerah dan Wakil Bupati.  
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Gambar  3.14 

Konsultasi dan Validasi di Bagian Hukum Setda Kab. Subang 
 

d. Penetapan Keputusan Bupati 

Draft keputusan Bupati setelah divalidasi/paraf oleh bagian hukum dan pejabat-

pejabat terkait, pada awal minggu ke 2 bulan Nopember tahun 2020 dapat di 

tandatangani oleh Bupati Subang H. Ruhimat dan kemudian diregistrasi di bagian 

hukum. Keputusan Bupati Subang tentang pemberian insentif kepada pemungut 

dan wajib retribusi berprestasi mulai berlaku pada 1 Januari 2021, untuk kemudian 

keputusan Bupati tersebut akan disosialisasikan kepada KUD-KUD TPI dan pihak-

pihak yang berkepentingan.   

 

3.2.5. Menyusun peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Perikanan secara 

elektronik 

Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si IKan) penggunaanya perlu dipayungi oleh 

sebuah regulasi yang menjadi dasar pijakan hukumnya maka diperlukan  sebuah 

peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan retribusi perikanan secara 

elektronik. Kegiatan penyusunan peraturan Bupati tentang  pengelolaan retribusi 

perikanan secara elektronik dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :   
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1. Forum Group Diskusi (FGD)  tentang Optimalisasi pengelolaan retribusi di sektor 

perikanan 

Kegiatan FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan dengan bertukar 

pikiran kaitan tentang peningkatan retribusi di sector perikanan, melalui 

pemetaan permasalahan yang terjadi saat ini dengan membedah akar 

permasalahannya. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 

2020, acara dimulai  pukul 09.00 sampai dengan selesai, peserta dari unsur 

internal Dinas Perikanan dan perwakilan beberapa OPD dengan jumlah peserta 

sebanyak 21 orang, bertempat di ruang rapat Dinas Perikanan, acara dipimpin 

project leader dan  kesimpulan dari pelaksaan FGD tertuang dalam notulensi 

kegiatan. 

  
Gambar 3.15 

FGD Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan 
 

2. Konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

(Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP4D) dan 

Bagian Hukum. 

Kegiatan konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan/arahan kaitan dengan 

penyusunan peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara 

elektronik perlu berdiskusi langsung dengan Kepala Bapenda, BP4D dan Kepala 

Bagian Hukum. Konsultasi ke Bagian Hukum dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 

Nopember 2020 dan Koordinasi dengan Bapenda dan BP4D dilaksanakan pada hari 



33 

 

 

Rabu tanggal 11 Nopember 2020. Beberapa kesimpulan dari pelaksanaan 

konsultasi dan koordinasi sebagai berikut :  

a. BAPENDA 

Rencana pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik merupakan kegiatan 

terobosan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh dinas 

teknis pemungut PAD sehingga Dinas Perikanan pelopor dalam pengelolaan PAD 

secara elektronik. Bapenda akan mendukung sepenuhnya kegiatan terobosan 

yang dilaksakan oleh Dinas Perikanan termasuk penyusunan peraturan Bupati 

dan keputusan Bupati sebagai penunjang optimalnya peningkatan pendapatan 

asli daerah di sector perikanan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  3.16 
Konsultasi dan Koordinasi dengan BAPENDA 

 
b. BP4D  

Lonjakan peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu indicator 

dukungan perangkat daerah untuk akselerasi pembangunan daerah, untuk 

tercapainya target-target RPJMD tidak terlepas dari ketersediaan dukungan 

anggaran daerah. BP4D sangat mendukung terhadap terobosan untuk 

peningkatan PAD di sector perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi 

perikanan.  
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Gambar  3.17 

Konsultasi dan Koordinasi dengan BP4D 
 

c. Bagian Hukum  

Bagian hukum mendukung sepenuhnya dalam penyediaan regulasi-regulasi 

untuk kebutuhan optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan yang mencakup 

keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi 

dan peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik. 

Penetapan 2 produk hukum akan dilakukan sesuai milestone jangka pendek dan 

jika memungkinkan dapat dipercepat pengesahannya.  

 
Gambar  3.18 

Konsultasi dan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab. Subang 
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3. Menyusun rancangan peraturan bupati 

Tim Efektif mulai melakukan penyusunan rancangan peraturan  Bupati dimulai dari 

minggu ke 4 bulan Oktober sampai dengan minggu ke 3 bulan Nopember 2020, 

kegiatan penyusunan  berkoordinasi secara intensif dengan pihak Bapenda dan 

Bagian Hukum, hal ini dimaksudkan agar terbangunnya kesepahaman dan untuk 

tercapainya maksud dan tujuan kegiatan, selain itu sinergis dengan regulasi yang 

lebih tinggi, khususnya regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan 

daerah yaitu  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

4. Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait 

Pada minggu ke 3 Nopember 2020, rancangan peraturan Bupati telah 

terselesaikan, selanjutnya dikonsultasikan dengan bagian hukum sekretariat 

daerah pada hari selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Tim Efektif bidang kajian 

dan penyusunan regulasi. Kegiatan konsultasi  dimaksudkan agar materi dan tata 

naskah rancangan keputusan bupati dicek kembali agar tidak menimbulkan 

permasalahan hukum dikemudian hari. Hasil dari konsultasi terdapat kekurang 

sempurnaan dalam tata naskah dinas, kemudian dilakukan perbaikan.Satelah 

dilakukan perbaikan kemudian rancangan peraturan  Bupati dilakukan paraf 

validasi oleh bagian hukum, kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh asisten 

administrasi pembangunan, Sekretrais Daerah dan Wakil Bupati. 
 

5. Penetapan Peraturan Bupati 

Rancangan peraturan Bupati setelah divalidasi/paraf secara lengkap oleh bagian 

hukum dan pejabat-pejabat terkait, pada minggu ke 4 bulan Nopember tahun 2020 

dapat di tandatangani oleh Bupati Subang H. Ruhimat dan kemudian diregistrasi di 

bagian hukum. Peraturan Bupati Subang tentang pengelolaan retribusi perikanan 

secara elektronik merupakan payung hukum pelaksanaan aplikasi pengelolaan 

retribusi perikanan (Si Ikan). Secara efektif peraturan bupati mulai berlaku sejak 

tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Nopember tahun 2020.  
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3.3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Utama dan Pencapaian Target 

Laporan Proyek Perubahan ini fokus kepada implementasi milestone 

Jangka Pendek, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dirangkum dalam tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.1 
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Kegiatan 

 

No TAHAPAN KEGIATAN OUT PUT WAKTU 

1. Pembentukan Tim 
Efektif 

1. Sosialisasi proyek 
perubahan di 
lingkungan internal 

1. Tersosialisasikan 
di lingkungan 
interna; 

1/9/2020 
 

2. Penyusunan  
DraftTim Efektif 

2. Terbentuknya 
Tim Efektif 

8/9/2020 

3. Penyusunan 
rencana kerja 

3. Tersusunnya 
rencana kerja 
 

23/9/2020 

2. Penyusunan dan 
Implementasi 
aplikasi 
pengelolaan 
retribusi 
perikanan (SI 
IKAN) 

1. Rapat persiapan  
Penyusunan 
aplikasi 

1. Tersiapkannya 
rencana 
penyediaan 
aplikasi 

5/10/2020 

2. Koordinasi dan 
membangun 
kesepakatan 
dengan Dinas 
Infokum sebagai 
penyusun aplikasi 

2. Kesiapan Tim 
Diskominfo  

6/10/2020 

3. Identifikasi 
kebutuhan materi 
aplikasi 

3. Teridentifikasi 
butuhan materi 
aplikasi 

8/10/2020 

4. Penyusunan 
rancangan  aplikasi 

4. Tersusunnya 
desain aplikasi 

2/10/2020 s/d 
12/11/2020 

5. Finalisasi 
Rancangan Aplikasi 

5. Dashboard/ 
filtur aplikasi 
perlu 
disederhanakan 

12/11/2020 

6. Implementasi 
Aplikasi 

6. Aplikasi dapat di 
download di 
play store  
 

24/11/2020 

3 
 
. 
 
 

Menyusun 
pedoman teknis  
pengelolaan 
retribusi 
perikanan secara 
elektronik 
 

1. Rapat Persiapan 
penyusunan 
pedoman teknis 

1. Tersiapkannya 
rencana 
penyusunan  

 

3/11/2020 

2. Menyusun draft 
rancangan 
pedoman teknis 
 

2. Tersusunya 
Draft pedoman 
teknis 

4/11/2020 s/d 
13/11/2020 
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3. Sinkronisasi/ 
finalisasi pedoman 
teknis 

3. Sesuainya alur 
operasional  
aplikasi dengan 
pedoman teknis 

13/11/2020 

4. Implementasi 
pedoman teknis 

4. Terarahnya 
operasional 
aplikasi 

 

24/11/2020 

4. Sosialisasi aplikasi 
pengelolaan 
retribusi 
perikanan (SI 
IKAN) 

1. Persiapan kegiatan 
sosialisasi 

1. Tersiapkannya 
kebutuhan 
kegiatan 
sosialisasi 

16/11/2020 

2. Pelaksanaan 
sosialiasasi Aplikasi 
SI IKAN 

2. Terselenggarany
a sosialisasi 
aplikasi SI IKAN 
 

24/11/2020 

5. Menyusun 
Keputusan Bupati 
tentang 
pemberian 
insentif bagi wajib 
retribusi  
berprestasi 

1. Rapat persiapan 
penyusunan 
Keputusan Bupati 

 

1. Tersiapkannya 
materi-materi 
untuk 
penyusunan 
Keputusan 
Bupati 

13/10/2020 

2. Menyusun 
rancangan 
Keputusan Bupati 

2. Tersusunya draft 
keputusan  
Bupati  

13/10/2020 s/d 
30/10/2020 

3. Konsultasi/ Validasi 
ke Bagian Hukum 
dan pejabat terkait 

3. Draft Keputusan 
Bupati 
direkomen-dasi 
oleh pejabat 
terkait 

 
10/11/2020 

4. Penetapan 
Keputusan Bupati 

4. Draft di Tanda 
tangani Bupati 
dan diregistrasi 
Bagian Hukum 
 
 

13/11/2020 

6. Menyusun 
peraturan bupati 
tentang 
pengelolaan 
retribusi 
perikanan secara 
elektronik 

1. FGD tentang 
Optimalisasi 
pengelolaan 
retribusi di sektor 
perikanan 

1. Masukan-
masukan 
peluang dan 
tantangan 
optimalisasi 
pengelolaan 
retribusi 
perikanan 

27/10/2020 

2. Konsultasi dan 
koordinasi  dengan 
Bapenda, BP4D dan 
Bagian Hukum 

2. Terbangunnya 
kesepahaman 
pengelolaan 
retribusi secara 
elektronik 

9/11/2020 
11/11/2020 

3. Menyusun 
rancangan 

3. Tersusunnya 
draft peraturan 

19/10/2020 s/d 
16/11/2020 
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peraturan bupati bupati 
 

4. Validasi ke Bagian 
Hukum dan pejabat 
terkait 

4. Draft peraturan  
Bupati 
direkomendasi 
oleh pejabat 
terkait 

 
17/11/2020 

5. Penetapan 
Peraturan Bupati 

5. Draft di Tanda 
tangani Bupati 
dan Diregistrasi 
Bagian Hukum 

25/11/2020 

 

3.4. Perubahan Dukungan Stakeholder 
 

Perubahan dukungan stakeholder setelah project leader melakukan strategi 

marketing sector public, berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder. 

Project leader proyek perubahan telah melakukan komunikasi strategic kepada 

stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan komitmen secara terintegrasi 

terhadap maksud dan tujuan tiap-tiap kegiatan proyek perubahan.  

Komunikasi strategic yang dilakukan promotor kepada stakeholder pada 

kelompok latents, defenders dan apathetics, dilakukan melalui pendekatan langsung 

dengan dialog strategic untuk menyampaikan tujuan dan  manfaat dari proyek 

perubahan serta mendengarkan masukan-masukan   untuk tercapainya target kerja 

proyek perubahan. Kegiatan dialog strategic ini telah membangun kesepahaman antara 

promotor sebagai penggagas proyek perubahan dengan kelompok latents, defenders 

dan apathetics, sehinga kelompok ini mayoritas mendukung penuh terhadap proyek 

perubahan.  

Langkah-langkah strategic komunikasi yang dilakukan promotor dengan 

menerapkan dialog strategic yang dilaksanakan selama implementasi  proyek 

perubahan milestone jangka pendek dilaksanakan telah merubah peta dukungan 

stakeholder, yaitu telah terjadi pergeseran hampir semua stakeholder dari posisi 

latents, defenders, aphatetics menjadi promoters. 

Perubahan pergeseran dukungan stakeholder dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 
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Gambar  3.19 
 Posisi Stakeholder Dalam Kuadran 

3.5. Strategi Marketing Sektor Publik 

Strategi marketing sector public yang dilakukan dalam proyek perubahan ini 

adalah dengan strategi 4P +1C (product, price, place, promotion, costumer). Strategis 

ini dilakukan pada implementasi proyek perubahan dalam rangka Penyusunan dan 

Implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun pedoman 

teknis  pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, Sosialisasi aplikasi 

pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun Keputusan Bupati tentang 
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pemberian insentif bagi wajib retribusi  berprestasi, Menyusun peraturan bupati 

tentang pengelo-laan retribusi perikanan secara elektronik.  

Implementasi strategi marketing dengan pola ”4P+1C”  sebagai berikut : 

1. Product. Produk yang digunakan untuk menyelesaikan akar masalah, yaitu : 

aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan),  Keputusan Bupati tentang 

pemberian insentif bagi wajib retribusi, dan peraturan bupati tentang pengelo-

laan retribusi perikanan secara elektronik adalah terbangunnya sebuah sistem 

melalui sebuah Sistem Informasi. 

2. Place. tempat untuk melakukan marketing dari produk, yaitu : Dinas Perikanan 

Kabupaten Subang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dan 

KUD-KUD Mina TPI Laut dan TPI Tambak.  

3. Price. Strategi insentif kepada wajib retribusi berprestasi dan implementasi 

aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si IKan) di KUD-KUD mina TPI Laut dan 

TPI Tambak akan mendorong peningkatan retribusi perikanan secara signifikan. 

4. Promotion. Penyampaian informasi tentang product sehingga para pihak yang 

berkepentingan yaitu pemungut/wajib retribusi, nelayan, pembudidaya ikan 

tambak, bakul ikan, dan pengolah ikan dapat mengenal dan memahami 

produk proyek perubahan melalu sosialisasi, media social (youtube, Instagram, 

facebook), spanduk dan pedoman teknis. Branding, dalam proyek ini SI IKAN 

(aplikaSI pengelolaan retribusi PerIKANan) .  

5. Customer, pengguna proyek perubahan ini : Bendahara penerima dan penyetor 

(Pentor) di Dinas Perikanan (sebagai admin) dan Wajib/pemungut retribusi yaitu 

seluruh KUD Mina TPI Laut dan KUD TPI Tambak se Kabupaten Subang. 
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3.6. Kendala dan Solusi 

Dalam implementasi proyek perubahan ini menghadapi kendala-kendala 

teknis dan substansi sebagai berikut :  

Tabel 3.2 
Kendala dan Solusi Implementasi Proyek Perubahan 

 

Kendala Solusi yang dilakukan 

a. Kendala Teknis  

2. Keterbatasan kapasitas SDM Tim 
efektif dalam memahami dan 
menunjang tahapan-tahapan 
proyek perubahan 
 
 
 
 

3. Jadwal implementasi tahapan-
tahapan proyek perubahan sering 
kali mengalami reschedule  
jadwal terkendala adanya tugas-
tugas mendadak dari pimpinan 
atau kekurang siapan stakeholder  
sasaran 

4. Kapasitas SDM pengelola 
retribusi di KUD-KUD, sebagai 
operator aplikasi kurang 
menunjang dan kurang 
proporsionalnya daya dukung 
sarana operasional operator (HP)  

1. Melakukan dialog strtagis dan 
komunikasi secara masif dengan 
tim efektif, esensi=esensi out put 
target kerja setiap tahapan 
proyek perubahan dan melakukan 
monitoring dan evaluasi setiap 
tahapan proyek perubahan. 
 

2. Melakukan reschedule ulang 
secara cepat dengan melakukan 
Komunikasi intensif  dengan 
stakeholder sasaran 

 
 
 

3. Melakukan komunikasi intensif 
melalui bimbingan teknis secara 
masif dan mengusulkan kepada 
pemerintah daerah untuk 
penyediaan bantuan HP android 
bagi para operator.  

 

b. Kendala Substantif  

Bendahara Penerima dan Penyetor 
(Pentor) dan Wajib retribusi sebagai 
sasaran strategis proyek perubahan, 
menganggap proyek perubahan 
sebagai ancaman kondisi zona yaman 
  

Melakukan dialog strategis, 
memastikan bahwa dengan proyek 
perubahan akan lebih menguntungkan 
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BAB 4 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

a. Aksi perubahan untuk peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan 

melalui optimalisasi pegelolaan retribusi perikanan merupakan kegiatan 

intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan untuk 

menunjang tercapainya Indek kinerja utama kepala daerah dalam pengelolaan 

pendapatan asli daerah. 

b. Untuk optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan telah diimplementasikan 

kegiatan-kegiatan terobosan sesuai milestone jangka pendek yaitu :  Penyusunan 

dan Implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun 

pedoman teknis  pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, Sosialisasi 

aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun Keputusan Bupati 

tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi  berprestasi, Menyusun 

peraturan bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik 

c. Salah satu tahapan kegiatan  dalam milestone jangka menengah yaitu menyusun 

peraturan bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik 

dapat diimplementasikan  dalam milestone jangka pendek. hal ini keberhasilan 

tim efektif dan dukungan stakeholder eksternal terhadap proyek perubahan.  

d. Melalui komunikasi intensif dan dialog strategic yang dilakukan promotor dan 

tim efektif telah merubah peta dukungan stakeholder, telah terjadi pergeseran 

hampir semua stakeholder dari posisi latents, defenders, aphatetics menjadi 

promoters. Kondisi ini merupakan bentuk dukungan yang sangat positif bagi 

keberhasilan proyek perubahan karena keberhasian impelementasi  proyek 

perubahan memerlukan stakeholder-stakeholder terkait.  
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4.2. Saran 

a. Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan) perlu diintegrasikan dengan 

SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) untuk mempercepat dan 

menyederhanakan pelaporan dan  pihak Bapenda sebagai koordinator 

pengelolaan pendapatan daerah dan pengelola SIPKD dapat memonitor 

perkembangan pendapatan setiap saat. 

b. Pimpinan Daerah untuk dapat terus mendukung dan memfasilitasi keberlanjutan 

proyek perubahan ini dengan kebijakan strategis dan anggaran yang 

memperkuat terhadap Proyek Perubahan ini. 

c. Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan retribusi perikanan melalui 

operasionalisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan) perlu adanya 

dukungan dari stakeholder terkait dalam pemberian sangsi bagi wajib reribusi 

yang tidak mengoperasionalkan pelaporan dan penyetoran retribusi melalui Si 

Ikan.  

4.3. Lesson Learnt 

Lesson learn  selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 

Tingkat II Angkatan XVII  sebagai berikut  : 

a. Kepemimpinan Agile, melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk 

ketercapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah. 

b. Organisasi Adaptif dan Organisasi Pembelajaran, Melakukan identifikasi akar 

permasalahan yang menghambat kenaikan retribusi perikanan secara signifikan, 

menganalisa potensi sumber daya yang dimiliki, kemudian menyusun strategi 

penyelesaian masalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan inovasi. 

c. Marketing Sektor Publik, Memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada 

publik dengan memfasilitasi aplikasi SI IKAN, serta pemberian Insentif bagi wajib 

retribusi berprestasi. 
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d. Dialog strategis, Koordinasi dan komunikasi melalui dialog strategis telah 

meningkatkan kerjasama tim efektif  dan dukungan stakekholder eksternal untuk 

terimplementasinya proyek perubahan. 
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TAHAPAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN  
 

No TAHAPAN KEGIATAN OUT PUT WAKTU 

1. Pembentukan Tim 
Efektif 

1. Sosialisasi proyek perubahan di 
lingkungan internal 

1. Tersosialisasikan di 
lingkungan interna; 

1/9/2020 
 

2. Penyusunan  DraftTim Efektif 2. Terbentuknya Tim 
Efektif 

8/9/2020 

3. Penyusunan rencana kerja 3. Tersusunnya 
rencana kerja 
 

28/9/2020 

2. Penyusunan dan 
Implementasi 
aplikasi 
pengelolaan 
retribusi 
perikanan (SI 
IKAN) 

1. Rapat persiapan  Penyusunan 
aplikasi 

1. Tersiapkannya 
rencana 
penyediaan 
aplikasi 

5/10/2020 

2. Koordinasi dan membangun 
kesepakatan dengan Dinas 
Infokum sebagai penyusun 
aplikasi 

2. Kesiapan Tim 
Diskominfo  

6/10/2020 

3. Identifikasi kebutuhan materi 
aplikasi 

3. Teridentifikasi 
butuhan materi 
aplikasi 

7/10/2020 

4. Penyusunan rancangan  aplikasi 4. Tersusunnya desain 
aplikasi 

2/10/2020 s/d 
12/11/2020 

5. Finalisasi Rancangan Aplikasi 5. Dashboard/ filtur 
aplikasi perlu 
disederhanakan 

12/11/2020 

6. Implementasi Aplikasi 6. Aplikasi dapat di 
download di play 
store  
 

24/11/2020 

3 
 
. 
 
 

Menyusun 
pedoman teknis  
pengelolaan 
retribusi 
perikanan secara 
elektronik 
 

1. Rapat Persiapan penyusunan 
pedoman teknis 

1. Tersiapkannya 
rencana 
penyusunan  

 

3/11/2020 

2. Menyusun draft rancangan 
pedoman teknis 
 

2. Tersusunya Draft 
pedoman teknis 

2/11/2020 s/d 
14/11/2020 

3. Sinkronisasi/ finalisasi pedoman 
teknis 

3. Sesuainya alur 
operasional  
aplikasi dengan 
pedoman teknis 

13/11/2020 

4. Implementasi pedoman teknis 4. Terarahnya 
operasional aplikasi 

 

24/11/2020 

4. Sosialisasi aplikasi 
pengelolaan 
retribusi 
perikanan (SI 
IKAN) 

1. Persiapan kegiatan sosialisasi 1. Tersiapkannya 
kebutuhan 
kegiatan sosialisasi 

18/11/2020 

2. Pelaksanaan sosialiasasi Aplikasi 
SI IKAN 

2. Terselenggaranya 
sosialisasi aplikasi SI 
IKAN 

24/11/2020 
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No TAHAPAN KEGIATAN OUT PUT WAKTU 

5. Menyusun 
Keputusan Bupati 
tentang 
pemberian 
insentif bagi wajib 
retribusi  
berprestasi 

5. Rapat persiapan penyusunan 
Keputusan Bupati 

 

5. Tersiapkannya 
materi-materi 
untuk penyusunan 
Keputusan Bupati 

13/10/2020 

6. Menyusun rancangan 
Keputusan Bupati 

6. Tersusunya draft 
keputusan  Bupati  

13/10/2020 s/d 
30/10/2020 

7. Konsultasi/ Validasi ke Bagian 
Hukum dan pejabat terkait 

7. Draft Keputusan 
Bupati direkomen-
dasi oleh pejabat 
terkait 

 
2/11/2020 

8. Penetapan Keputusan Bupati 8. Draft di Tanda 
tangani Bupati dan 
diregistrasi Bagian 
Hukum 

13/11/2020 

6. Menyusun 
peraturan bupati 
tentang 
pengelolaan 
retribusi 
perikanan secara 
elektronik 

1. FGD tentang Optimalisasi 
pengelolaan retribusi di sektor 
perikanan 

1. Masukan-masukan 
peluang dan 
tantangan 
optimalisasi 
pengelolaan 
retribusi perikanan 

27/10/2020 

2. Konsultasi dan koordinasi  
dengan Bapenda, BP4D dan 
Bagian Hukum 

2. Terbangunnya 
kesepahaman 
pengelolaan 
retribusi secara 
elektronik 

9/11/2020 
11/11/2020 

3. Menyusun rancangan peraturan 
bupati 

3. Tersusunnya draft 
peraturan bupati 

 

19/10/2020 s/d 
16/11/2020 

4. Validasi ke Bagian Hukum dan 
pejabat terkait 

4. Draft peraturan  
Bupati 
direkomendasi oleh 
pejabat terkait 

 
17/11/2020 

5. Penetapan Peraturan Bupati 5. Draft di Tanda 
tangani Bupati dan 
Diregistrasi Bagian 
Hukum 

25/11/2020 
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2.2 KOORDINASI DA MEMBANGUN KESEPAKATAN 

DENGAN DINAS KOMINFO SEBAGAI PENYUSUN 

APLIKASI 
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2.3 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MATERI APLIKASI 
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